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Abstrak 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan 

guru dalam mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam pembelajaran intrakurikuler, khususnya 

bagi anggota MGMP Sosiologi di Kota Padang Panjang. Program dilaksanakan melalui kolaborasi 

antara Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Sosiologi Universitas Negeri Padang (UNP) dan KPU 
Kota Padang Panjang, bertepatan dengan momentum menjelang Pilkada 2024. Metode 
pelaksanaan mencakup seminar, workshop, focus group discussion (FGD), dan microteaching. Materi 

inti meliputi pendidikan pemilih untuk generasi digital native, pengenalan Connected Political 

Education (C-PE), serta perencanaan dan implementasi pembelajaran berbasis C-PE. Pendampingan 

teknis dilakukan secara langsung, termasuk penyusunan perangkat pembelajaran (RPP, bahan ajar, 

dan instrumen evaluasi) dan simulasi pengajaran. Hasil kegiatan menunjukkan terjadinya 

perubahan paradigma peserta terhadap konsep politik; guru memahami bahwa pendidikan politik 
dapat dilakukan secara netral, terintegrasi dengan materi IPS dan PPKn, serta relevan bagi 

pembentukan sikap kritis siswa. Sebanyak 85% peserta menyatakan peningkatan pemahaman 

terhadap politik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, dan 72% mengaku siap 

mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam pembelajaran. Kesimpulan dari kegiatan ini 
menegaskan pentingnya kolaborasi antar-lembaga untuk memperkuat literasi politik generasi muda 

melalui pendidikan berbasis sekolah. 

Kata Kunci: C-PE, Guru; Pemilih pemula; Pendidikan politik. 

 

Abstract 

This community service activity aims to improve teachers' understanding and skills in integrating 
political education into intracurricular learning, especially for members of the Sociology MGMP in 

Padang Panjang City. The program was implemented through a collaboration between the 

Community Service Team of the Sociology Study Program at Padang State University (UNP) and 
the Padang Panjang City General Elections Commission (KPU), coinciding with the momentum 

leading up to the 2024 Regional Elections. Implementation methods included seminars, workshops, 

focus group discussions (FGDs), and microteaching. Core materials included voter education for 

the digital native generation, an introduction to Connected Political Education (C-PE), and the 
planning and implementation of C-PE-based learning. Technical assistance was provided directly, 

including the preparation of learning tools (RPP, teaching materials, and evaluation instruments) 

and teaching simulations. The results of the activity showed a paradigm shift in participants' 
understanding of political concepts; teachers understood that political education can be conducted 

neutrally, integrated with social studies and civics materials, and relevant to the development of 

students' critical attitudes. 85% of participants stated an increased understanding of politics as part 

of everyday life, and 72% said they were ready to integrate political education into their learning. 
The conclusion of this activity emphasized the importance of inter-institutional collaboration to 

strengthen the political literacy of the younger generation through school-based education. 
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Pendahuluan  

Pendidikan politik pada era demokrasi digital menjadi kebutuhan mendesak seiring pesatnya 

perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk proses 
politik. Pemahaman tentang demokrasi tidak hanya mencakup prinsip-prinsip dasar, tetapi juga 

keterampilan memahami bagaimana teknologi digital memengaruhi penyebaran informasi, partisipasi 

publik, dan proses pemilihan umum (Rattanasevee et al., 2024). Kemudahan akses informasi di era digital 

membawa tantangan seperti disinformasi, hoaks, dan polarisasi opini, sehingga menuntut literasi politik 
yang lebih tinggi termasuk kemampuan memilah fakta dari opini dan membedakan berita terverifikasi 

dengan yang tidak sebagai mana mestinya, mengingat perannya yang signifikan dalam keberlangsungan 

demokrasi (Barberá et al., 2018; Kozyreva et al., 2020; Tucker et al., 2018; Tufchi et al., 2023). 
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa pemilih 

berusia 17–30 tahun mencapai 31,2% dari total pemilih. Namun, kelompok ini rentan terhadap mobilisasi 

kepentingan dan pengaruh yang dapat mengancam kualitas demokrasi (Saputra, 2023). Penelitian Fernandes 

et al., (2023) mengungkapkan bahwa literasi politik di kalangan siswa sekolah menengah masih rendah, 
sehingga diperlukan pendidikan politik yang lebih intensif dan terfokus bagi generasi muda. 

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan sarana strategis untuk memberikan pendidikan politik 

kepada pemilih muda. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menargetkan terwujudnya 

manusia Indonesia yang demokratis. Namun, hambatan utama adalah keterbatasan pengetahuan dan 

keterampilan guru dalam mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam pembelajaran (Suntana & Priatna, 

2023). Banyak guru belum memiliki pemahaman memadai terkait konsep politik, mekanisme demokrasi, 
serta strategi pedagogis yang efektif (Donbavand & Hoskins, 2021; Duran, 2017). 

Pendekatan yang efektif adalah mengintegrasikan materi pendidikan politik ke dalam mata pelajaran 

yang sudah ada, seperti Sosiologi, Pendidikan Kewarganegaraan, atau Bahasa Indonesia (Erlich & Gindi, 
2019). Pendekatan ini memungkinkan pembelajaran politik berlangsung kontekstual, mengaitkan materi 

dengan pengalaman sehari-hari siswa, serta mengatasi keterbatasan waktu dan sumber daya untuk membuka 

mata pelajaran baru. Program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema “Suara 

Demokrasi” juga dapat menjadi wahana penguatan literasi politik, walaupun efektivitasnya sangat 
bergantung pada kapasitas guru (Fernandes, 2022). 

Berdasarkan identifikasi kebutuhan di lapangan, guru rumpun ilmu sosial di Kota Padang Panjang 

memerlukan peningkatan kapasitas dalam mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam pembelajaran. 
Pelatihan ini akan memperkenalkan model pembelajaran Connected Political Education (C-PE) yang 

memadukan materi Sosiologi dengan pendidikan politik serta memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) untuk pembelajaran interaktif. Model ini telah terbukti efektif meningkatkan literasi 

politik siswa SMA pada penelitian terdahulu (Fernandes, 2022). 
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi guru, tetapi juga mendukung 

kebijakan Merdeka Belajar serta memperkuat indikator kinerja perguruan tinggi, khususnya dalam penerapan 

karya dosen dan penguatan kerja sama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi Kota 

Padang Panjang. 

 

Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab 

permasalahan rendahnya literasi politik pemilih pemula serta keterbatasan kemampuan guru dalam 
mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam proses pembelajaran. Sasaran kegiatan adalah guru rumpun 

Ilmu Sosial yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi Kota Padang 

Panjang. Tujuan utama kegiatan adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru terkait strategi 
dan taktik pengintegrasian materi pelajaran dengan pendidikan politik berbasis model Connected Political 

Education (C-PE). Kegiatan ini dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu: 

Sosialisasi Program 

Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pengurus MGMP Sosiologi dan KPU Kota Padang 

Panjang untuk menyampaikan gambaran umum kegiatan, tujuan, manfaat, serta rencana pelaksanaan. 
Sosialisasi juga menjadi sarana membangun komitmen dan partisipasi aktif peserta. 
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Workshop  
Pelatihan dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD), seminar, dan lokakarya. Materi 

pelatihan mencakup: Pengenalan konsep dan prinsip C-PE, Strategi integrasi materi Ilmu Sosial dengan 
pendidikan politik, Perencanaan dan implementasi pembelajaran berbasis C-PE, Lokakarya difasilitasi oleh 

narasumber ahli yang membimbing peserta dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dan materi ajar berbasis C-PE. 

Penerapan Model C-PE di Kelas 

Peserta menerapkan model pembelajaran C-PE di kelas masing-masing. Model ini memadukan 
pengetahuan, nilai, dan keterampilan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, dengan pendekatan 
pembelajaran terpadu (integrated learning) dan penemuan (discovery learning). Sintaks pembelajaran, sistem 

sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, serta dampak instruksional dan pengiring telah dirumuskan 

berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, didukung oleh buku panduan dan materi ajar terintegrasi. 
Pelaksanaan program melibatkan tim pengabdian yang terdiri dari ketua, anggota, dan mahasiswa. Ketua 

tim bertugas mengoordinasikan seluruh tahapan, anggota tim melaksanakan sosialisasi, memfasilitasi 

seminar dan lokakarya, serta melakukan evaluasi. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kegiatan Pelatihan Pengintegrasian Pendidikan Politik kepada Guru MGMP Sosiologi di Kota 

Padang Panjang merupakan hasil kolaborasi antara Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Sosiologi Universitas 
Negeri Padang (UNP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada 30 September 2024 di Hotel Rangkayo Basa, dengan melibatkan guru rumpun IPS dan 

PPKn, kepala sekolah, serta perwakilan institusi pemerintah sebanyak 50 orang. 

Tahap Persiapan 

Persiapan dimulai pada Maret–Juni 2024, meliputi studi literatur, observasi lapanganuntuk 
memetakan kondisi eksisting pendidikan politik di sekolah. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian 

besar guru belum memiliki perangkat pembelajaran yang memuat unsur pendidikan politik secara 

terintegrasi. Dalam proses persiapan terjadi kesepakatan formal dilakukan dengan KPU Kota Padang 
Panjang dan Guru di Kota Padang Pangang. Awalnya, sasaran program adalah siswa SMA, tetapi 

difokuskan kepada guru sebagai agen utama penyampai materi.  

Pelaksanaan 
Pelatihan Pengintegrasian Pendidikan Politik kepada Guru MGMP Sosiologi di Kota Padang Panjang 

dilaksanakan melalui tiga metode utama, yaitu seminar, workshop, dan focus group discussion (FGD). 
Kegiatan ini diikuti oleh guru rumpun IPS dan PPKn dari berbagai SMA/MA di Kota Padang Panjang, 

dengan tujuan meningkatkan kapasitas mereka dalam menyampaikan materi pendidikan politik secara 

terintegrasi di dalam pembelajaran intrakurikuler. Materi inti pelatihan mencakup: 

Pendidikan Pemilih untuk Generasi Digital Native 

Materi pembuka disampaikan oleh Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si. yang membahas fenomena 
generasi muda Indonesia yang masuk kategori digital native kelompok yang tumbuh bersama teknologi digital 

sejak usia dini (Agbawe, 2019). Dalam konteks politik, generasi ini memiliki akses informasi yang sangat 
luas, namun juga menghadapi risiko terpapar misinformasi, disinformasi, dan hoaks politik, terutama di 

media sosial. 

Paparan menekankan bahwa literasi politik di era digital tidak bisa dilepaskan dari literasi digital, 

yakni kemampuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memproduksi informasi politik yang valid 
(Choi, 2016). Guru sebagai fasilitator pembelajaran memiliki tanggung jawab untuk membimbing siswa 

dalam menggunakan media sosial sebagai sarana belajar politik yang sehat, misalnya dengan mengajarkan 
cara memeriksa fakta (fact-checking), mengenali bias informasi, dan memahami perbedaan antara opini dan 

fakta. 
Dr. Eka juga memaparkan strategi pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

generasi digital native, seperti pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang memanfaatkan 

platform digital, pembuatan konten kreatif terkait pemilu, dan diskusi daring yang terarah. Dengan 
pendekatan ini, diharapkan siswa tidak hanya menjadi konsumen informasi politik, tetapi juga produsen 

konten yang mendidik. 

Pengenalan Model Connected Political Education (C-PE) dan Urgensi Pendidikan Politik Pemilih Pemula 

Materi kedua disampaikan oleh Dr. Reno Fernandes, S.Pd., M.Pd., yang memperkenalkan Model 
Connected Political Education (C-PE) sebagai kerangka inovatif dalam pembelajaran politik di sekolah. Model 
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C-PE mengintegrasikan pengetahuan politik dengan konteks kehidupan nyata siswa, baik dalam lingkup 

lokal, nasional, maupun global. Pendekatan ini menekankan keterhubungan antara teori politik yang 
dipelajari di kelas dengan pengalaman politik sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi relevan dan 

bermakna (Myers, 2016). 

Dr. Reno menjelaskan bahwa urgensi pendidikan politik bagi pemilih pemula tidak hanya terkait 

dengan meningkatkan partisipasi dalam pemilu, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang kritis, 
toleran, dan bertanggung jawab. Pemilih pemula yang sebagian besar adalah siswa SMA seringkali belum 

memiliki pengalaman politik yang cukup, sehingga rawan menjadi sasaran kampanye yang tidak sehat. 

Melalui model C-PE, guru dapat membantu siswa memahami proses politik secara komprehensif, mulai dari 
hak dan kewajiban sebagai warga negara, mekanisme pemilu, hingga etika berpolitik. 

Dalam sesi ini, peserta juga diajak untuk menganalisis studi kasus seputar Pilkada dan Pemilu di 

Indonesia, termasuk tantangan seperti politik uang, polarisasi politik, dan penyebaran hoaks. Analisis kasus 

dilakukan secara kolaboratif dalam format diskusi kelompok, sehingga guru dapat mengembangkan 
keterampilan berpikir kritis sekaligus belajar dari pengalaman satu sama lain. Dengan demikian, model C-

PE diharapkan tidak hanya menjadi teori, tetapi juga dapat diaplikasikan langsung di kelas melalui metode 
pembelajaran partisipatif dan berbasis masalah (problem-based learning). 

Perencanaan dan Implementasi Pembelajaran Berbasis Model C-PE 
Tahapan teknis pengintegrasian pendidikan pemilih dalam pembelajaran disampaikan oleh Gusmira 

Wita, S.Pd.Gr., M.Pd. Beliau memandu peserta secara langsung (hands-on) dalam menyusun perangkat 

pembelajaran, mulai dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, hingga instrumen evaluasi 

yang memuat unsur pendidikan politik. Pendekatan ini memungkinkan peserta memahami langkah demi 
langkah proses integrasi materi sehingga sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

Selain penyusunan perangkat, Gusmira Wita juga memfasilitasi kegiatan microteaching, yaitu 

simulasi pembelajaran di kelas mini yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mempraktikkan 

integrasi materi pendidikan politik. Dalam sesi ini, peserta memperoleh umpan balik langsung dari fasilitator 
maupun sesama peserta untuk memperbaiki metode penyampaian, teknik bertanya, dan penggunaan media 
pembelajaran. Strategi microteaching terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan mengajar karena 

menggabungkan praktik, observasi, dan refleksi secara simultan (Girardet, 2018). 
Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman guru mengenai urgensi pendidikan politik, tetapi 

juga membekali mereka dengan keterampilan praktis dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran 

yang mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi. Guru diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam 

menumbuhkan kesadaran politik siswa, khususnya pemilih pemula, sehingga partisipasi politik dapat 

berlangsung secara kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. 

   

Gambar 1. Narasumber Sedang Memaparkan materi 
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Pemahaman Peserta yang Berubah Tentang Politik 

Pelatihan Pengintegrasian Pendidikan Politik kepada Guru MGMP Sosiologi di Kota Padang 

Panjang memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai konsep politik dan 
urgensinya dalam pendidikan. Berdasarkan hasil diskusi, observasi selama kegiatan, dan wawancara pasca-

pelatihan, terjadi pergeseran persepsi yang cukup nyata. 

Sebelum pelatihan, sebagian peserta memandang politik sebagai ranah praktis yang identik dengan 

perebutan kekuasaan, konflik kepentingan, dan aktivitas yang bersifat “eksklusif” bagi aktor politik atau 
partai politik. Persepsi ini umum ditemukan di masyarakat luas, di mana politik sering kali dikaitkan dengan 

isu-isu negatif seperti korupsi, politik uang, dan polarisasi sosial (Hajnal, 2024). Akibatnya, pendidikan 

politik di sekolah cenderung terbatas pada pengenalan struktur pemerintahan secara formal, tanpa 
membahas relevansinya dengan kehidupan siswa. 

Namun, melalui materi yang disampaikan oleh para narasumber, peserta mulai memahami bahwa 

politik tidak hanya sebatas kontestasi elektoral, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan publik, 

keterlibatan warga negara, serta pembentukan nilai dan sikap demokratis (Blühdorn & Butzlaff, 2020). 
Model Connected Political Education (C-PE) yang dikenalkan dalam pelatihan membantu peserta melihat 

hubungan langsung antara pembelajaran politik di kelas dengan kehidupan sehari-hari siswa, termasuk isu 

lingkungan, keadilan sosial, dan partisipasi dalam komunitas. 
Hasil wawancara mendalam menguatkan perubahan tersebut. Seorang guru Sosiologi dari SMA 

Negeri 2 Padang Panjang mengungkapkan: 

"Sebelumnya saya agak ragu mengangkat topik politik di kelas karena takut dianggap berpihak. 

Tapi setelah pelatihan ini, saya paham bahwa politik bisa dibahas secara netral, berbasis data, 

dan justru memberi ruang siswa untuk berpikir kritis." (Wawancara, 30 September 2024) 

Guru PPKn dari MAN Kota Padang Panjang menambahkan: 

"Materi tentang C-PE membuat saya sadar bahwa politik itu ada di kehidupan sehari-hari 
siswa, bukan hanya saat pemilu. Misalnya, pengambilan keputusan di OSIS atau musyawarah 

kelas juga bagian dari proses politik." (Wawancara, 30 September 2024) 

Selain itu, seorang guru Sosiologi dari SMA Muhammadiyah Padang Panjang menegaskan 

pentingnya pendekatan integratif: 

"Saya baru memahami bahwa pendidikan politik bisa dilakukan secara terintegrasi dengan 

materi pembelajaran IPS. Tidak harus menjadi mata pelajaran khusus, tetapi bisa masuk ke 

topik seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan masalah sosial." (Wawancara, 30 September 

2024) 

Senada dengan itu, guru dari SMA Negeri 1 Padang Panjang menyampaikan: 

"Saya kira pendidikan politik hanya tugas guru PPKn. Ternyata, guru mata pelajaran lain pun 

bisa mengintegrasikan nilai-nilai politik, misalnya di Sosiologi, Geografi, atau Ekonomi, tanpa 

mengubah kurikulum secara besar-besaran." (Wawancara, 30 September 2024) 

Dari 20 dari 50 peserta yang diwawancarai pasca-pelatihan, 85% menyatakan mengalami peningkatan 

pemahaman tentang definisi politik yang lebih luas, sedangkan 72% mengaku kini memahami bahwa 
pendidikan politik dapat diintegrasikan dalam pembelajaran intrakurikuler tanpa menambah beban mata 

pelajaran. Perubahan pemahaman ini mencerminkan kesadaran baru bahwa membicarakan politik di kelas 

tidak berarti melakukan indoktrinasi, melainkan membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis, 

literasi digital, dan kesadaran sebagai warga negara.  

Pembahasan 
Pelaksanaan Pelatihan Pengintegrasian Pendidikan Politik kepada Guru MGMP Sosiologi di Kota Padang 

Panjang menjadi contoh nyata bagaimana program pengabdian masyarakat dapat memberikan dampak 

langsung terhadap perubahan paradigma guru tentang politik sekaligus keterampilan mereka dalam 

mengintegrasikannya ke pembelajaran. Program ini menggabungkan pendekatan konseptual, teknis, dan 

praktis, sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna (meaningful learning) bagi para peserta. 

Perubahan Paradigma Peserta terhadap Politik 

Sebelum pelatihan, sebagian besar guru memiliki pemahaman bahwa politik adalah topik yang 
bersifat sensitif, cenderung partisan, dan dapat memicu kontroversi di kelas. Kondisi ini serupa dengan 

temuan McAvoy & Hess (2013) yang mengungkapkan bahwa banyak pendidik menghindari diskusi politik 
di sekolah karena khawatir dianggap berpihak. Namun, melalui materi Connected Political Education (C-PE) 

yang disampaikan oleh Dr. Reno Fernandes dan sesi pembukaan oleh Dr. Eka Vidya Putra, peserta 
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diperkenalkan pada konsep politik yang lebih luas bukan hanya politik praktis atau perebutan kekuasaan, 

tetapi juga meliputi proses pengambilan keputusan publik, pemenuhan hak warga negara, dan tanggung 
jawab dalam kehidupan demokratis. 

Setelah mengikuti pelatihan, terjadi perubahan signifikan dalam persepsi guru. Wawancara dengan 
salah satu peserta mengungkapkan, "Saya baru memahami ternyata pendidikan politik bisa dilakukan secara 
terintegrasi, tidak harus menjadi mata pelajaran tersendiri, dan bisa dikaitkan dengan materi IPS yang saya ajarkan" 

(Guru IPS SMA X). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa guru mulai menyadari bahwa politik dapat 

dibahas secara netral, berbasis data, dan kontekstual dengan kehidupan siswa, sehingga mengurangi risiko 

politisasi pembelajaran. 
Selain itu, pemahaman bahwa siswa generasi digital native memiliki akses luas ke informasi politik 

melalui media sosial mendorong guru untuk memposisikan diri sebagai fasilitator yang membimbing siswa 

memilah informasi yang benar (Araújo et al., 2021). Hal ini sejalan dengan pandangan Handoko et al., (2023) 
bahwa pendidikan politik di era digital harus menekankan pada literasi politik dan kemampuan berpikir 

kritis. 

Peningkatan Kapasitas Teknis melalui Pendekatan Praktis 

Peningkatan pemahaman guru diperkuat dengan pelatihan teknis yang disampaikan oleh Gusmira 

Wita, S.Pd.Gr., M.Pd., yang memandu peserta menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, 
dan instrumen evaluasi yang memuat unsur pendidikan politik. Pendekatan hands-on yang digunakan 

memfasilitasi peserta untuk belajar sambil melakukan (learning by doing), menurut teori Kolb, (2015) sangat 

efektif dalam membentuk keterampilan profesional. 
Kegiatan microteaching menjadi bagian krusial dalam memastikan keterampilan tersebut dapat 

diaplikasikan. Dalam sesi ini, guru mempraktikkan pengajaran di kelas mini, mengintegrasikan topik politik 

sesuai dengan model C-PE, lalu mendapatkan umpan balik dari fasilitator dan rekan sejawat. Asregid et al., 
(2023) menegaskan bahwa microteaching yang menggabungkan praktik, observasi, dan refleksi mampu 

mempercepat penguasaan keterampilan mengajar secara signifikan. 
Salah satu peserta menyatakan, "Tadinya saya bingung bagaimana memasukkan materi politik dalam 

pembelajaran IPS, tapi setelah microteaching dan dibimbing langsung, ternyata bisa dan malah membuat 
materi lebih hidup" (Guru IPS SMA Y). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi praktis seperti microteaching 

dapat menghilangkan hambatan teknis yang selama ini dihadapi guru. 

Sinergi Lintas Lembaga sebagai Kunci Keberhasilan 

Kolaborasi antara KPU Kota Padang Panjang dan Tim Pengabdian UNP menciptakan legitimasi dan 

dukungan kelembagaan yang kuat terhadap pelaksanaan program. Kehadiran Kepala Cabang Dinas 

Pendidikan Wilayah 1 Sumbar dan Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Padang Panjang juga memberi sinyal 
bahwa program ini didukung oleh berbagai pihak yang memiliki pengaruh dalam ekosistem pendidikan. 

Dukungan ini penting, karena menurut Riano & Irion-Groth, (2022) dan Campbell, (2019), 

pendidikan kewarganegaraan yang efektif tidak hanya bergantung pada kapasitas guru, tetapi juga pada 
dukungan kebijakan dan kolaborasi dengan lembaga publik. Dengan dukungan ini, guru memiliki keyakinan 

lebih tinggi untuk menerapkan materi yang telah dipelajari tanpa khawatir menghadapi resistensi dari 

sekolah atau masyarakat. 

Relevansi Kontekstual dengan Pemilu dan Pilkada 2024 

Pelatihan ini dilaksanakan dalam konteks menjelang Pilkada 2024, sehingga urgensi dan relevansinya 
semakin tinggi. Guru-guru dibekali dengan materi yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan 

langsung dapat digunakan dalam membimbing siswa yang akan menjadi pemilih pemula. Seperti 

disampaikan oleh Masnaidi B., Komisioner KPU Kota Padang Panjang, "Guru memiliki peran strategis 

dalam memberikan pendidikan politik kepada siswa. Pemahaman yang benar akan membuat pemilih lebih 
kritis dan cerdas dalam menghadapi pemilu." 

Dengan demikian, pelatihan ini berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas partisipasi politik 

masyarakat, khususnya di kalangan pemilih muda. Jika implementasinya konsisten, program ini berpotensi 
mengurangi angka golput dan meningkatkan kualitas pilihan politik warga, sesuai dengan tujuan pendidikan 

demokrasi (Levy et al., 2019). 

Implikasi terhadap Pengembangan Kurikulum 

Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi pendidikan politik dalam pembelajaran intrakurikuler 

bukan hanya memungkinkan, tetapi juga lebih efektif dibandingkan membuat mata pelajaran khusus. 
Integrasi memungkinkan guru memanfaatkan konteks materi yang sudah ada, seperti sejarah, geografi, atau 

sosiologi, untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan keterampilan berpikir kritis. Model C-PE yang 

diperkenalkan dalam pelatihan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi guru untuk melakukan integrasi 
tersebut secara sistematis. 
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Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang menggabungkan perubahan 

paradigma, peningkatan keterampilan teknis, dukungan kelembagaan, dan relevansi kontekstual dapat 
menjadi strategi efektif dalam memperkuat pendidikan politik di sekolah. Keberhasilan di Kota Padang 

Panjang dapat menjadi model bagi daerah lain, terutama menjelang momentum politik besar seperti pemilu 

atau pilkada. 

 

Kesimpulan 

Pelatihan Pengintegrasian Pendidikan Politik kepada Guru MGMP Sosiologi di Kota Padang Panjang telah 

berhasil mengubah paradigma guru mengenai politik dari sesuatu yang sensitif dan berisiko menjadi materi 

pembelajaran yang dapat diintegrasikan secara netral dan konstruktif. Melalui kombinasi seminar, 
workshop, dan microteaching, peserta memperoleh pemahaman konseptual tentang pentingnya pendidikan 

politik bagi generasi digital native serta keterampilan teknis untuk mengintegrasikannya dalam perangkat dan 

proses pembelajaran.Model Connected Political Education (C-PE) yang diperkenalkan terbukti memberikan 

kerangka kerja sistematis bagi guru dalam mengaitkan materi politik dengan kurikulum yang ada. 
Pendekatan hands-on dan simulasi microteaching terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri guru 

untuk menerapkan materi ini di kelas. Kolaborasi antara KPU, UNP, dan pemangku kepentingan 

pendidikan lainnya menjadi faktor kunci keberhasilan, memastikan legitimasi dan dukungan kelembagaan 
terhadap implementasi di sekolah. Konteks menjelang Pilkada 2024 menambah urgensi program ini, 

sekaligus memperkuat relevansi pembelajaran bagi pemilih pemula.Dengan demikian, pelatihan ini tidak 

hanya berkontribusi pada peningkatan kompetensi guru, tetapi juga pada pembentukan generasi muda yang 

kritis, melek politik, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Keberhasilan di Kota Padang Panjang 
dapat direplikasi di daerah lain sebagai strategi penguatan pendidikan politik berbasis sekolah yang 

berkelanjutan. 
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